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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 
781K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa hak merek Biostime. Penulisan 
penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain apa alasan Penggugat 
mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap merek Biostime yang telah 
terdaflar, bagaimana kedudukan penmilik merek yang mendafar pertama apabila 
ada pihak lain yang mendafiar merek yang sama di Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual, bagaimana kedudukan istimewa merek terkenal apabila terdapat 
kesamaan dengan merek terdaftar, serta apa yang menjadi pertimbangan hakim 
Mahkamah Agung terhadap penyelesaian sengketa merek Biostime atas 
Putusannya Nomor: 781KPdt. Sus-HKI2022. Penulisan ini menggunakan metode 
penelitian hukum normatif yaitu metode yang bersumber dari data-data 
kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan 
bahwa alasan Health and Happines (H&H) Hong Kong Limited mengajukan gugatan adanya persamaan merck dan mengklaim bahwa Merek Biostime miliknya 
merupakan Merck Terkenal. Gugatan pembatalan merek yan ditujukan kepada PT 
Bogamulia Nagadi atas pendaftaran merek Biostime ditolak oleh Majelis Hakim 
Mahkamah Agung scbagaimana dalam Putusannya No. 781 K/PDt. Sus-HKV2022. 
Merek Biostime milik Health and Happines (H&H) Hong Kong Limited tidak 
memenuhi kriteria merek terkenal. Selanjutnya, Merek Terkenal memiliki 

kedudukan di atas merek terdaftar sebagaimana pada Gugatan Pembatalan Merek 

Terkenal terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagai bentuk 

kepastian hukum atas perlindungan Merek terkenal terhadap Merek Terdaftar 

terhadap apabila terjadi suatu sengketa. 

Kata Kunci : Merek Terkenal, Kekayaan Intelektual, Sengketa Merek 

Pembimbing Utama 

Dr, Annalisa Yahanan, SH.. M.Hum 
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NIP. 198003082002122002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perdagangan atau Perniagaan merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan antara 

pelaku usaha dengan konsumen memiliki kedudukan yang penting dalam perekonommian 

suatu negara, Tingkat daya jual beli suatu negara mencerminkan kemakmuran masyarakat 

suatu negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan penting 

untuk mendukung kegiatan perdagangan.  

Perdagangan pada era globalisasi terjadi semakin masif dimana antara pelaku usaha 

dan konsumen berada di negara yang berbeda atau dikenal dengan perdagangan 

internasional.1 Perkembangan perdagangan internasional meningkatkan daya pacu pelaku 

usaha dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan kreativitas sehingga 

produk yang dijual terkenal dan mampu bersaing baik secara lokal maupun pasar global.  

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah perngertian dari bahasa inggris   Intellectual 

Property Rights (IPR) yang mana diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang 

pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization yang artinya hak 

kekayaan dari keterampilan berpikir intelektual seseorang yang berkaitan dengan hak 

individu secara pribadi (human rights). World Intellectual Property Organization (WIPO) 

menjelaskan bahwa hal ini merupakan hasil kreasi dari ide dan  manusia yang meliputi 

invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam 

bidang usaha perniagaan. 2  Kecerdasan intelektual suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kreativitas individu-individu di   

 
1  Wahono Diphayana, Perdagangan Internasional, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018,  

   hlm 1 
2  Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian 

Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, , hlm 1. 
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dalamnya untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil 

penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta penghargaan atas budaya yang memiliki 

kualitas seni benilai tinggi harus dilindungi.3 Setiap produk yang beredar di pasar memiliki 

identitas nama yang berbeda yang berfungsi sebagai alat identifikasi untuk  membedakan 

antara produk satu dengan produk lainnya yang biasa disebut dengan merek.4 

Hukum Positif Indonesia mengatur mengenai merek terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang (UU) tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Menurut Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “merek adalah tanda yang dapat 

ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, 

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 

dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau 

jasa.” Secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa merek merupakan alat pembeda 

produk untuk mempermudah konsumen mengetahui identitas, asal usul, dan sumber dari 

produk. Selain itu, merek memiliki fungsi jaminan reputasi yakni sebagai identitas dari suatu 

produk yang merupakan bagian dari representasi suatu perusahaan yang mampu 

mempengaruhi nama baik perusahaan. Apabila produk dari suatu merek memiliki kualitas 

yang buruk maka konsumen akan menilai buruk perusahaan yang memproduksi produk 

tersebut. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 

3 menyebutkan bahwa “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.” Negara 

memberikan hak ekslusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu untuk 

menggunakan merek tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya  

 
3 Irawan Candra, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, 

hlm 47 
4 Freddy Rangkuti, The Power Of Brands, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 139 



3 

 

 

Perlindungan hukum merupakan sebuah wujud terlaksanannya fungsi  hukum  dengan 

kewajiban  memberikan  rasa keadilan,  kepastian hukum dan, kemanfaatan. Keberlakuan 

perlindungan hukum terhadap suatu merek terdaftar memberikan dorongan investasi dan 

meningkatkan kepercayaan kepada investor menjalankan usaha bisnisnnya. Apabila 

perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak dilaksanakan maka menyebabkan 

kerugian bagi perekonomian Indonesia dan di sisi lain melemahkan minat investor untuk 

melakukan penanaman modal serta menjalankan usahanya di Indonesia.5 

Proses pendaftaran sebagai pengakuan atas merek terdiri dari dua prinsip yakni prinsip 

konstitutif (first to file) dan prinsip deklaratif (first to use). Pada dasarnya prinsip deklaratif 

(first to use) bermakna bahwa pemakai pertama dianggap memiliki hak sepenuhnya atas 

suatu merek. Pada prinsip ini, hukum berpandangan bahwa pengakuan hak atas pendaftaran 

hanya diberikan kepada orang pertama yang menggunakan merek tersebut. Indikator 

pemakai pertama sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh pendaftar. 

Menurut prinsip deklatarif, pendaftaran atas suatu merek bukanlah kewajiban. Suatu merek 

untuk mendapatkan hak atas perlindungan hukum tidak memilki kewajiban untuk 

melakukan pendaftaran merek.  

Alas hukum atas hak perlindungan hukum suatu merek ditetapkan oleh dasar 

penggunaan pertama. Sementara itu, disisi pihak lain yang melakukan pendaftaram merek 

hanya mendapatkan kasus bahwa pendaftar tersebut adalah pemakai pertama sepanjang 

tidak terdapat bukti sebaliknya. 6  Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur 

secara khusus mengenai merek. Undang-Undang tersebut menekankan pada sistem 

 
5 Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar” Jurnal Ius 

Constituendum, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm 60 
6 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak 

atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 11 
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pendaftaran deklaratif. Penggunaan prinsip pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang 

No. 21 Tahun 1961 menimbulkan sejumlah permasalahan dikarenakan pemilik merek 

terdaftar mendapatkan pengajuan pembatalan oleh pihak yang beranggapan dirinya 

merupakan pemakai pertama meskipun pihak tersebut tidak mendaftarkan mereknya. Disisi 

lain, pembuktian pemakai pertama sebagai indikator paling penting ketika terjadi sengketa 

dinilai tidak mudah. Seorang pemilik pertama dari pemakai merek yang tidak mendaftarkan 

mereknya harus mengumpulkan berbagai alat bukti, pembuktian, dan saksi-saksi yang 

mendukung. Permasalahan yang kian berlanjut ini berakibat pada berbagai pihak tidak mau 

mendaftarkan mereknya. Mereka menganggap sistem pendaftaran prinsip deklaratif kurang 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Seringkali terjadi pihak yang tidak 

mendaftarkan mereknya memenangkan kasus pembatalan mereka sehingga menimbulkan 

kerugian besar.7  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mengubah sistem pendaftaran 

merek prinsip deklaratif menjadi prinsip konstitutif (first to file). Perubahan ini merupakan 

solusi atas berbagai permasalahan akibat dari prinsip deklaratif yang diterapkan 

sebelumnya. Prinsip konstitutif menjelaskan pihak yang berhak terhadap suatu merek 

merupakan pihak pertama yang melakukan pendaftaran merek. Pada sistem konstitutif 

memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang konkrit. Pihak yang telah 

mendaftarkan merek disaat yang bersamaan telah memiliki hak dan kewajiban yang 

dilindungi oleh Undang-Undang. Seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi nasional 

Undang-Undang Tentang Merek terus mengalami perubahan sampai yang saat ini berlaku  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.8  

 
 
7 Murjiyanto, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke 

dalam Sistem “Konstitutif”)”, JH Ius Quia Jurnal Iustum, Vol. 24 No. 1, 2017, hlm 56,   
8 ibid., hlm. 58 
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Perkembangan ekonomi yang begitu pesat mengakibatkan bertambahnya jumlah 

produk yang beredar di pasar. Peningkatan jumlah  produk yang beredar ini berdampak pada 

munculnya produk-produk yang memiliki merek sama dengan pelaku usaha yang berbeda. 

Persamaan merek ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sehingga mengakibatkan 

terjadinya sengketa merek. Tingkat kepuasan konsumen pada suatu merek akan 

berpengaruh besar pada reputasi dari suatu merek. Jika produk dari suatu merek memiliki 

reputasi yang baik, maka merek tersebut akan dengan mudahnya dikenal oleh masyarakat 

secara umum atau singkatnya disebut merek terkenal. Pada Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Merek pada bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf menjelaskan 

bahwa indikator dari suatu merek disebut sebagai merek terkenal adalah pengetahuan umum 

masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Selanjutnya, 

diperhatikan pula reputasi atas Merek tersebut yang didapatkan dari promosi yang dilakukan 

secara besar-besaran, investasi oleh pemiliknya di berbagai negara, serta penyertaan bukti 

pendaftaran merek.  

Pelanggaran terhadap merek merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar dan mudah yaitu dengan berusaha mengikuti, 

memalsukan, atau meniru merek yang telah diakui terkenal di masyarakat. Hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi negara pun 

juga dirugikan.9 Merek terkenal cenderung sering mengalami kerugian dikarenakan adanya 

pihak-pihak atau pelaku usaha lain memproduksi suatu produk dengan menggunakan merek 

terkenal. Tujuan utama dari tindakan ini untuk membingungkan masyarakat dalam memilih 

produk yang ingin dibeli karena tampilan produk relatif sama akan tetapi dengan harga yang 

lebih murah sehingga konsumen lebih memilih produk tiruan yang mereka produksi. 

 
9 Viona Talitha Syafira, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran 

Merek”, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No 1 Tahun 2021, Hal 94,  
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Tindakan ini merugikan pihak yang ditirukan mereknya, karena pihak tersebut 

memanfaatkan atau menumpang reputasi baik yang dimiliki oleh merek terkenal.10  Dengan 

adanya iktikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha lain tersebut, reputasi dari 

merek terkenal akan berpengaruh buruk.  

Aspek iktikad tidak baik mulai diatur dengan Undang-Undang Merek  1992,  dan 

dilakukan perubahan melalui Undang-Undang  Merek  Nomor 15 Tahun 2001  Tentang 

serta disempurnakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi 

Geografis.  Ketiga  Undang-Undang  ini    memberikan penjelasan suatu tindakan iktikad  

tidak  baik  dalam  pendaftaran  merek yakni pemohon  yang  sepatutnya terdapat dugaan  

melakukan pendaftaran  Merek  dilakukan dengan  tidak jujur dan tidak layak yang bertujuan 

untuk melakukan meniru,  menjiplak,  atau  mengikuti  merek  yang dimiliki oleh pihak  lain  

demi mencapai kepentingan pribadi usahanya sehingga mengakibatkan timbulnya 

persaingan yang tidak sehat, menyesatkan, atau mengecoh konsumen.11  Selain reputasi, 

banyak kerugian lain yang akan berdampak pada pemilik merek terkenal seperti 

menurunnya tingkat penjualan produk dari pemilik merek terkenal. Menurunnya tingkat 

penjualan ini sebagai akibat dari pihak pelaku usaha lain yang dengan iktikad tidak baiknya 

menyerupai produk asli dari merek terkenal. 

Secara internasional ketentuan merek tekenal telah  diatur  melalui  TRIPs Agreement.  

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) TRIPs Agreement menjelaskan bahwa pada penentuan  suatu  

merek  untuk dipenuhi sebagai merek  terkenal,  harus  mempertimbangkan  pengetahuan  

masyarakat terhadap merek  dagang  tersebut  pada  bidang usaha terkait di  masyarakat,  

dalam hal inii termasuk pada pengetahuan negara anggota melalui kegiatan promosi yang 

 
10 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 5 
11 Mukti Fajar ND, dkk., “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di 

Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25 No. 2, 2018, hlm. 220 
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dilakukan oleh tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal secara konkrit telah 

diakui internasional yang mewajibkan setiap negara patut untuk melakukan penegakan serta 

perlindungan hukum terhadap merek terkenal terutama negara  turut  serta  dalam melakukan 

ratifikasi konvensi internasional dan perjanjian tersebut.12 

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Agreement on Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement atau Perjanjian TRIP’S 

sebagaimana dilakukan ratifikasi dengan Keppres No 15 Tahun 1997 tentang Perubahan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris 

Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The 

World Intellectual Property Organization dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 

tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).  

Pasal 6 Keputusan Presiden No 15 Tahun 1997 menjelaskan bahwa merek terkenal 

wajib diberikan perlindungan hukum atas tindakan iktikad tidak baik berupa peniruan merek 

baik merek dari barang dan jasa sejenis maupun tidak sejenis yang menyebabkan kesesatan 

dan kebinungan di masyarakat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

1486 K/Pst/1991 memperjelas terkait kriteria hukum suatu merek sebagai merek terkenal 

berdasarkan merek tersebut terlah beredar keluar regional bahkan transnasional, yang mana 

artinya merek tersebut telah terdaftar di berbagai egara dan telah beredar diluar negara 

asalnya. 

 

 
12 Thoyyibah Bafadhal, “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA”, Jurnal 

Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1 , 2018, hlm. 28 
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